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ABSTRAK 

 

Elnais Lumira. NPM. 916114403161081. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Di bombing oleh Albert Morangki dan Darmi L 

Penyami. 

Tata cara pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan  yang  dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur. Asas pendaftaran 

tanah  yang dilaksanakan  di  Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.Bagaimana pengaturan hokum tentang pendaftaran tanah sistematis Tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui tentang pengaturan tentang 

pendaftaran tanah sistematis menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. 2. Untuk 

mengetahui implementasi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menurut 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.Di dalam Penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap 

bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literature dan tulisan-tulisan yang 

relevan dengan skripsi ini. 

Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 

Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap mempunyai 3 hal yang sangat 

penting yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, selain itu mempermudah petugas dalam 

melakukan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penyelesaian 

kegiatan Tanah Sistematis Lengkap, pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Untuk menunjang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka dibentuklah 

beberapa satuan tugas dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 yang 

mempunyai tugas dan peran masing-masing untuk membantu dan mempermudah 

masyarakat dalam mewujudkan hak mereka akan pendaftaran tanah, serta dengan 

menggunakan metode penyuluhan  
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